
S A L I N A N 

 

 

 
B U P A T I  T A N A H  L A U T 

 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 
PERATURAN BUPATI TANAH LAUT 

NOMOR 100 TAHUN 2021 

 
TENTANG 

  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  

NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN 

TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2021 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  

 

BUPATI TANAH LAUT, 

  

Menimbang :  a. bahwa untuk menjamin ketepatan waktu dan 

kesesuaian dalam pelaksanaan pengawasan, perlu 

adanya Perubahan Program Kerja Pengawasan 

Tahunan (PKPT) pada Inspektorat Daerah 

Kabupaten Tanah Laut sebagai dasar pelaksanaan 

pengawasan atas mandatory baru berdasarkan 

Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Nomor : S-649/D2/03/2021 tanggal 30 Agustus 

2021 Perihal Pengawasan Kegiatan Distribusi dan 

Pengelolaan Persediaan Vaksin Covid-19; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a perlu menetapkan 

Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 tahun 2021 

tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) 

Tahun Anggaran 2021; 

 

Mengingat :  1.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang 

Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah 

Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 

Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah 

UndangUndang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 



 

 

 
2 

 

 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 

Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah 

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 

Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 

Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6398); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573); 

5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 292 Tahun 2014, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang 

Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia 6573); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 

tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 

Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia 4890); 
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7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 

tentang Pembinaan dan Pengawasan 

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73), 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6041); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 6323); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 

2020 tentang Perencanaan Pembinaan dan  

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah 

Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 1280); 

10. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2018 

tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan 

Keadaan Darurat (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 766); 

11. Peraturan Daerah Kebupaten Tanah Laut Nomor 6 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten 

Tanah Laut 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25); 

12. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Peraturan 

Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi 

Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 

Jangka Panjang Tahun 2012-2025; 

 

Memperhatikan :    1.  Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 700/1074/IJ 

perihal Optimalisasi Pengawasan Pelaksanaan 

Vaksinasi COVID-19; 

2. Surat Deputi Bidang Pengawasan Instansi 

Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) 

Nomor : S-649/D2/03/2021 tanggal Perihal 

Pengawasan Kegiatan Distribusi dan Pengelolaan 

Persediaan Vaksin Covid-19; 
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M E M U T U S K A N: 

 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 10 

TAHUN 2021 TENTANG PROGRAM KERJA PENGAWASAN 

TAHUNAN (PKPT) TAHUN ANGGARAN 2021. 

 

Pasal I 

 

Mengubah Lampiran Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2021 

tentang Program Kerja Pengawasan tahunan (PKPT) (Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 10) menjadi sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 

Pasal II 

 

(1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Lampiran Peraturan 

Bupati Tanah Laut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Program Kerja 

Pengawasan tahunan (PKPT) (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 

Tahun 2021 Nomor 10) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

(2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Bupati  ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten 

Tanah Laut. 

 

 

Ditetapkan di Pelaihari 

pada tanggal 28 Oktober 2021        

 

BUPATI TANAH LAUT, 

 

 Ttd 

 

       H. SUKAMTA 

 

Diundangkan di pelaihari 

pada tanggal 28 Oktober 2021     

 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN TANAH LAUT, 

 

Ttd 

 

H. DAHNIAL KIFLI 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2021 NOMOR 100 


